
GlJHERNliR GORONTALO
PERATURANGUBERNUR GORONTALO

NOMOR 51 TAHUN2016
TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI, SERTATATAKERJA
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSIGORONTALO
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Dae::ah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan SUSUl'!an Perangkat Daerab, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata

kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
~ungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi .Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 14Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 5679};



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo T2.hun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
h.~asnya .dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. ~epala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Gorontalo.

7. Sekretariat Dewan Pernakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap
DPRD. '

8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.
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9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
~emerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur
dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal2
(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Pasal3
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Gorontal0 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang Administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD,
Hukum dan persidangan, Anggaran dan pengawasan. serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Sekretariat DPRDmenyelenggarakan fungsi:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan,

kepegawaian dan perlengkapan DPRD;
b. menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;
c. menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD;dan
d. mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, rencana kerja, dan

penggunaan anggaran tahunan sekretariat dewan;

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasal5
Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, Perencanaan dan Keuangan

DPRD;
c. Bagian Hukum dan Persidangan;
d. Bagian Anggaran dan Pengawasan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretatis Dewan

Pasal6
Sekr~taris Dewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi kegiatan, tugas
dan fungsi DPRDyang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Pasal7
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

I .

Pasa16, Sekretaris DPRDmenye1enggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun

sebelumpya;
b. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
c. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
d. memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan

administrasi keuangan;
e. menyediakan sarana dan prasarana;
f. menyediakan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;
g. memfasilitasi tugas pemerintahan dibidang kesekretariatan

DPRD; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Bagian Kedua
Administrasi Kesekretariatan,

P~rencanaan dan Keuangan DPRD

Pasa18
Bagian administrasi Kesekretariatan, Perencanaan dan Keuangan
DPRD mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan
pembinaan tata llsaha, administrasi kepegawaian, perencanaan dan
pelaporan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan dilingkungan
DPRDdan Sekretariat DPRD.

Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Bagian Administrasi Kesekretariatan, Perencanaan dan Keuangan
DPRDmenye1enggarakan fungsi sebagai berikut :
a. menye1enggarakan administrasi ketatausahaan dan mengelola

administrasi kepegawaian;
b. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan

rumah tangga;
c. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
d. menyusun perencanaan anggaran;
e. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
g. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan

Sekretariat DPRD;
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dalam
Pelaporan

h. mengkoordinasikan penge10laan anggaran;
1. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan

kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
J. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
k. mengevaluasi pengadaan barang dan jasa;
1. melaporkan kinerja;
m. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan;
n. merumuskan data dan menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), , Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertanggangjawaban (LKPJ);dan

o. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa110
Bagian Administrasi Kesekretariatan, Perencanaan dan Keuangan
DPRD terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 11
Sub IBagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai
tugasmelaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran,
administrasi keuangan dan pelaporan.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. menyusun RENSTRA,RENJA, dokumen perencanaan lainnya;
b. menyusun dan menginput RKA,DPAdan ROK;
c. menginput realisasi fisik dan keuangan secara periodik;
d. merencanakan pemverifikasian dan penatausahaan keuangan;
e. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
f. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan KPA untuk

pengajuan SPP dan SPMUP/GU/TU/LS;
g. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
h. mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam;

pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
1. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan

Sekretariat DPRD;
J. menganalisis laporan keuangan;
k. menganalisis laporan kinerja;
1. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
ffi. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP),Laporan Penye1enggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);dan
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dan jasa kebutuhan
Rumah T211ggaPimpinan

n. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13
Sub Bagiarl Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan
administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: .
a. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan naskah dinas

Sekretariat DPRD;
b. menghimpun dan menyiapkan ranca:lgan Prosedur Tetap j

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari bidangjunit kerja
terkait d.ilingkungan Sekretariat DPRD;

c. melaksanakan tata kearsipan;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
e. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi kepegawaian;
f. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian~
g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut

kepangkatan dan formasi pegawai, pengusulan dalam jabatan,
usulan pensiun, peninjauan masa ke:rja, pemberian
penghargaan, kenaik~ pangkat, SKP, DUK, SumpahjJanji
Pegawai, Qaji Berkala, kesejahteraan pegawai, pembinaan
dan disiplin pegawai serta usulan mutasi dan pemberhentian
pegawai; dan

h. peIaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Pasal15
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga melaksanakan tugas
pokok menata, memelihara, inventarisasi aset serta melayani urusan
Rumah Tangga DPRDdan Sekretariat DPRD.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai
fungsi:
a. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
b. merencanakan kebutuhan perlengkapan, sekretariat dan fraksi-

fraksi DPRD;
c. mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan

sekretariat DPRD;
d. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan

perlengkapan sekretariat DPRD;
e. melaksanakan pengadaan barang

perlengkapan Sekret.ariat DPRD dan
DPRD;

f. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang
milik daerah;
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g. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
h. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
1. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang

untuk keperluan DPRDdan Sekretariat DPRD;
J. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan

dinas di Sekretariat DPRD;
k. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi

untuk keperluan DPRDdan Sekretariat DPRD;
1. menyusun rencana dan penghapusan barang inventaris;
m. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan

Lap0l'an Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta
laporan inventaris 5 (lima) tahunan;

n. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
o. memfaspitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan

pertemuan;
p. mengatur dan memelihara kebersihan kantor, taman, komplek

Rumah Tangga Pimpinan DPRDdan Sekretariat DPRD;
q. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat

DPRD;dan
r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bagian Hukum dan Persidangan

Pasal17
Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan Sekretaris DPRD di bidang
pelayanan <:ia1amrangka penyusunan, pengkajian, evaluasi dan
pembahasan produk hukum daerah/DPRD, penyusunan risalah,
penyusunan dokumentasi hukum dan perpustakaan,
penyebarluasan produk hukum, dan kegiatan rap at alat
kelengkapan DPRD.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
b. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
c. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk DPRD;
d. mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda Inisiatif DPRD;
e. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi

pembahasan perda;
f. memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi risalah

rapat pembahasan perda;
g. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar

Inventaris Masalah (DIM);
h. menyelenggarakan rapat-rapat;
1. menyusun risalah rapat;
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J. mempublikasikan, menginformasikan dan mendokumentasikan
kegiatan D~RDdan Sekretariat DPRD

k. menyelenggarakan keprotokolan pimpinan DPRD;
1. ~engumpu1kan, menganalisa dan. menyiapkan bahan

keterangan Pimpinan DPRD kepada media, lembaga-lembaga
pemerintah dan masyarakat;

m. menyiapkan bahanI materi sosialisasi kegiatan DPRD dan
Pemaparan Pirhpinanl Anggota DPRD;

n. pe1ayanan keprotokolan kepada Pimpinan dan Anggota
I

DPRD;dan
o. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa1 19
Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dad:
a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
c. Sub Bagian Humas dan Protoko1.

Pasal 20
Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas
menghimpun dan mengelola penyusunan peraturan daerah dan
produk hukum DPRD, melaksanakan rapat-rapat serta mengatur
dan mensosialisasikan kegiatan DPRD.

Pasa121
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan
fungsi:
a. melaksanakan kajian perundang -undangan;
b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
c. menyusun bahan analisis produk penyusunan: perundang-

undangan;
d. membuat konsep bahan penyiapan draf Perda inisiatif DPRD;
e. merancang bahan pembahasan Perda;
f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
g. fasilitasi pelayanan administrasi pergantian antar waktu

Pimpinan dan Anggota DPRD;
h. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi data base Peraturan

daerah dan produk hukum DPRD;dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22
Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan rapat-rapat DPRD dan menyusun skenario serta
kelengkapan persidangan dalam rapat paripurna DPRD.

8



Pasal23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Sub Bagian Rapat dan Risalah menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan program dan kegiatan Sub Bagian rapat dan

risalah;

b. merencanakan dan mengatur jadwal kegiatan DPRD;

c. menyusun scenario rapat-rapat;

d. menyiapkan materi/bahanrapat;

e. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;

f. menyiapkan kelengkapan persidangan dalam rapat paripurna;

g. mendokumentasikan risalah rapat paripurna DPRD;

h. pelaksanaan,fungsi lain sesuai bidangtugasnya.

Pasa124

Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas

mendokumentasikan, mempublikasikan, menginformasikan kegiatan

DPRD,dan Sekretariat DPRD, serta pelayanan keprotokolan DPRD.

Pasa125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa124,
t

Sub Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a. menyusun materi informasi sebagai bahan publikasi;

b. penyebarluasan informasi kegiatan dan produk DPRD melalui

media masa, baliho, spanduk dan bahan cetakan lainnya;

c. merencanakan administrasi kunjungan keIja DPRD;

d. menyusun bahan pelayanan keprotokolan pimpinan DPRD;

e. melaksanakan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD;

f. menganalisis materi jaringan aspirasi sebagai bahan masukan

bagi pimpinan dan anggota DPRD;

g. mengelola jaringan internet/Intranet dan merancang website; dan

h. menghimpun data, mendokumentasikan kegiatan dan produk

DPRDdan atau SKPD.

Bagian Keempat
Bagian Anggaran dan Pengawasan

Pasal26

Bagian Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan

fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan pengawasan terhadap

penyusunan dan pembahasan anggaran, pelaksanaan program

kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasa127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

Bagian Anggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan

mengevaluasi pembahasan KUAPPAS,APBD/APBD-Perubahan;

b. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan

mengevaluasi pembahasan perda pertanggung jawaban

keuangan;
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c. memfasi!itasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan
rapat dalam rangka pengawasan;

d. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan
mengevaluasi rapat-rapat internal DPRD;

e. memfasilitasi, memverifikasi, mengkordinasikan dan
mengevaluasi dukungan pengawasan dan penggunaan anggaran;

f. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan
mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;

g. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan
mengevaluasi Pokok-pokok Pikiran DPRD;

h. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan
mengevaluasi kerjasama; dan

1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28
Bagian Anggaran dan Pengawasan terdiri dari:
a. Sub Bagian Fasilitasi Pengkajian Anggaran;
b. Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi dan Pengawasan; dan
c. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal29
Sub Bagian Fasilitasi P~ngkajian Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 mempunyai tugas merencanakan dan menyusun
bahan pembahasan KUA..PPAS, APBD/APBD-P serta pembahasan
Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keua.t:lgan.

Pasal 30
Dalal? melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Sub Bagian Fasilitasi Pengkajian Anggaran menyelenggarakan
fungsi:
a. ~erencanaka.n pembahasan KUA- PPAS;
b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
c. merencanakan pembahasan perda pertanggungjawaban

keuangan;dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa131
Sub Bagian Fasilitasi, Aspirasi dan Pengawasan mempunyai tugas
menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan, mengkaji
ulang aspirasi 'dan menganalisis rumusan rapat, bahan penegakan
kode etik, penggunaan anggaran dalam rangka pengawasan.

Pasal32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Sub Bagian Fasilit.asi, Aspirasi dan Pengawasan menyelenggarakan
fungsi:
a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
b. merancang bahan rapat.-rapat internal DPRD;
c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik;
d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan

anggaran;
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e. menyusun bahan aspraSl dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan;

f. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat
pemerin tah dan masyarakat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa133
Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai tugas pokok
menyiapkan pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasa134
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal33,
Sub Bagian AJat KeJengkapan DPRDmenye1enggarakan fungsi:
a. memfasiIitasi peI&ksanaan kegiatan reses DPRD;
b. mengan~:l.Iisisdata/bahan dukungan hasil jaring aspirasi;
c. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
d. memfasilitasi kegiatan hearing! dialog dengan pejabat

pemerintah/lembaga, swasta, masyarakat maupun
perorangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BABV
KELOMPOK •.JABATAN FUNGSJONAL

Pasa135
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa136
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam ke1ompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya:

(2) Masing masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada pemimpin unit
organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada. a.yat (ll diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasa137

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat DPRDwajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain di luar lingkungan
Sekretariat DPRDsesuai dengan tugas masing-masing.
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Pasal38
Setiap pejabat administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan
Sekretariat DPRD:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya masing- masir..g dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambillangkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa139
Dalam melaksanakan tugasnya pejabat administrator dan
pejabat Pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya IT;lasing-masingdan wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 40
Setiap pejabat administrator dan pejabat Pengatvas di lingkungan
Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan
ketentuan p~raturan perundang-undangan.

Pasal41
Sebap laporan yang diterjrna oleh pejabat admjnistrator dan pejabat
Pengawas wajlb diolah dan dlpergunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada
bawahan.

BABVII
ESELON,PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal42
(1) Sekretarjs DPRD merupakan jabatan eseJon 11a atau jabatan

pimpinan tinggj pratama.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan

administrator.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan

pengawas.

Pasa143
(1) Pejabat struktural eselon II

diberhentikan oleh Gubernur.
(2) Pejabat struktural eselon III ke

diberhentik~:m oleh pejabat yang
oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.
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BABVIII
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasal44
Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan daTi Peraturan
Gubernur ini.

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasa145
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang: ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jaba~an ba:u dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal46
Pada' saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 68 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi
Sekretariat Dewan PerwakiIan rak'Jrat Daerah Provinsi Gorontalo
(Berita Daerah Provinsi Gorontal0 Tahun 2014 Nomor 68) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa147
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap' orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontal0.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tangga1 2) Dese•• er 2016
PIt. GUBERNURGORONTALO,

ZUDANARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 :leDe••.
SEKRETARIS D~ PR

WINARNI D.

2016
81GORONTALO,

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2016 NOMOR 51,
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BAB VIII
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasa144
Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasa145
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
.melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan ba:u dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasa146
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nornor 68 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi
Sekr~tariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 68) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa147
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar I setiap' orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 :ies emoer 2016
Pit. GUBERNURGORONTALO,

ZUDANARIFFAKRULLOH

Diundangkan di Gorontal0
pada tanggal 2.3 »eserl:b r 2016

SEKRETARIS D'l}r7 PR VINSI GORONTALO,

WfNARNf D.

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2016 NOMOR 51
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LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR ~I TAHUN 2016
TANGGAL: 23 -ene••• r 2016
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS
DPRD

- .
r--------------------~------~-------
I

KEL JAB fUNGSIONAL .
I I I I I II
I I I I I 1 r

I I
BAGlAN BAG IAN BAGIANADMINISTRASI

KESEKRETARlATAN, - HUKUM DAN ANGGARAN DAN- -,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN PERSIDANGAN PENGAWASAN

DPRD

SUB BAGIAN sua BAGIAN
SUB BAGIAN ~ HUKUM DAN PERUNDANG- FASlLITASI PENGKAJIAN -- PERENCANAAN,KEUANGAN UNDANGAN ANGGARAN

DAN PELAPORAN

SUB HAG IAN sua BAGIAN- FASlLITASI ASPlRASI DAN 1-SUB BAGlAN RAPAT DAN RISALAH-, TATA USAHA DAN PENGAWASAN
- KEPEGAWAIAN

- SUB BAGIAN sua BAGIAN I-
SUB BAG IAN HUMAS DAN PROTOKOL ALAT KELENGKAPAN DPRD- PERLENGKAPAN DAN RUMAH
TANGGA
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